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Abstract

Farming is the main sector in indonesia as an agricultural country. This study is  

2007 about Landscape design and explanation of its implementation in Perda No. 11/ 2011. This study was a 

discr iptive one providing a systematical description on the object to be studied and the model to address the 

as by the citizen in distr ict Klaten. The study principally resul ts the facts that the implementatiton of the land 

use conversion can be done and controlled, however there sti l l many intr ingements happen, not only done by 

of law enforcements. The obstacles in controlling the land use  conversion are : 1. The dualism in the local 

goverment policies 2. The locked socialization about land use conversion by goverment competent authority 

3. The careloss land use by land owners due to various reasons.

Keywords: Controll ing the land-use conversion, the role of goverment authority

Abstrak

di atas sudah dapat dilaksanakan dengan tegas dan baik atau tidak pada tingkat pejabat Pemerintah Daerah 

Kata kunci : 
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A. Pendahuluan

terbesar dari  penduduk miskin di  negeri  ini . 

Sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan 

maka aksesibi l i tas di  lokasi tersebut menjadi 

semakin kondusif untuk pengembangan industri dan 

permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

manajemen pertanahan dalam pengendal ian 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke lahan 

non pertanian perlu dioptimalkan dengan sejumlah 

tanah pertanian di  Kabupaten Klaten semakin 

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian. Diperlukan penetapan 

ini proses administrasi  pertanahan untuk lahan 

pertanian mengacu kepada arahan peruntukan dalam 

dalam masalah pengaturan izin peralihan fungsi 

tanah pertanian menjadi non pertanian adalah Unit 

baik izin pengubahan penggunaan tanah maupun 

mengawasi perkembangan serta pembangunan 

terhadap peralihan fungsi tanah pertanian menjadi 

dengan peralihan fungsi tanah pertanian menjadi 

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan 

dimaksudkan untuk mengubah tanah pertanian 

menjadi non pertanian. Sedangkan izin lokasi 

berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/

hal ini perubahan dan penggunaan tanah serta izin 

Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi harus 

Kabupaten K l aten beberapa tahun i ni 

perumahan. Sektor pertanian masih menjadi salah 

satu pilar penggerak utama dari perekonomian di 

tertinggal  jauh apabi la dibandingkan dengan 

tahun terakhir sektor pertanian kalah oleh sektor 

sektor pertanian mulai ditinggalkan dan menuju pada 

keuntungan.

memenuhi  pertumbuhan pembangunan dan 

kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu 
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pertanian menjadi non pertanian oleh pejabat 

merupakan bukti kekuasaan politik dan birokrasi 

berada di atas kekuasaan hukum. Hal ini dapat 

hukum telah diingkari dengan kebijakan pejabat 

pemerintah daerah. Dalam pembentukan penataan 

ruang atau struktur tata ruang harus ada keserasian 

antara tanah pertanian dan non pertanian sehingga 

timbul keseimbangan fungsi ruang.

untuk membahas Implementasi  A l ih Fungsi 

Lahan Non Pertanian  Di  Kabupaten Klaten 

B. Metode Penelitian

Jenis penel i tian adalah penel i tian hukum 
 

normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 

kemudian di lanjutkan peneli tian terhadap data 

maupun data primer. Sifat Penelitian Deskriptif 

alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di 

cara wawancara. Dalam melakukan wawancara 

dan studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Analisa dalam penelitian kualitatif terdiri 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten 

sangat luas. Oleh karena i tu termasuk daerah 

masih merupakan lumbung padi  di  Indonesia 

Pertanian Menjadi non Pertanian di  Kabupaten 

baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten berhak 

Dalam praktek di  lapangan penataan ruang di 

Kabupaten Klaten harus mempertimbangkan betul 

Kabupaten Klaten untuk memaksimalkan tujuan 

daripada pengembangan kawasan lahan pertanian 

Pelaksanaan izin perubahan penggunaan 

tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian 
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di Kabupaten Klaten tidak serta merta setiap 

perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian 

secara administratif maupun teknis. Hal ini sesuai 

gunakan dimana fungsi hukum adalah mewujudkan 

hukum. 

berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kabupaten 

pertanian tersebut merupakan kawasan pertanian 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian 

merupakan lahan produkti f. Sehingga apabi la 

permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian 

pertimbangan untuk tidak mengabulkan permohonan 

perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi 

pertanian menjadi non pertanian tersebut merupakan 

lahan sawah beririgasi  teknis sehingga kontur 

sebagai area pemukiman dan merupakan kawasan 

alih fungsi lahan.

Pada saat permohonan masuk dan tim teknis 

melakukan rapat koordinasi untuk memberikan 

pertimbangan-pertimbangan tekhnis kepada Bupati 

dari panitia pertimbangan perubahan penggunaan 

tanah pertanian menjadi non pertanian adalah tidak 

tanah pertanian menjadi non pertanian. Semua tim 

teknis bermaksud untuk mempertahankan tanah 

perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi 

penggunaan tanah petanian menjadi non pertanian 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian 

karena telah dilakukan pengeringan terhadap lahan 

untuk kawasan perumahan. Dalam hal ini Bupati 

tim teknis dan mengabaikan kebijakan-kebijakan 

Klaten dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 

pengalih fungsian lahan sawah beririgasi bahwa 

untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat 
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masing-masing. Penggunaan dan pemanfaatan tanah 

beririgasi teknis dilindungi dan dilarang di alih 

fungsikan;

Dapat dialih fungsikan apabila sesuai dengan 

Apabila terjadi pengalih fungsian lahan terhadap 

ganti rugi kepada pemilik;

Mengganti nilai investasi infrastruktur serta 

adalah menjamin bahwa lahan pengganti tersebut 

dirubah menjadi lahan potensial baik secara irigasi 

dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi 

mempengaruhi hasil serta pendapatan dari hasil 

pertanian.

pemohon mendapat kebijakan untuk mengajukan 

kembali apabila bertabrakan dengan kepentingan 

dapat pula permohonan tersebut ditolak apabila 

alih fungsi lahan tersebut.

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan 

perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi 

Setiap perubahan penggunaan tanah pertanian 

harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian 

persetujuan dari Panitia Pertimbangan Perubahan 

Permohonan tersebut telah mendapatkan Surat 

Keputusan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan dari 

tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan 

pertanian menjadi non pertanian perlu ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten.

Jika permohonan perubahan penggunaan lahan 

maka kewajiban pemohon setelah menerima Surat 

menggunakan Surat Keputusan segera mungkin 

pencatatan perubahan penggunaan tanah pada 

Serti f i kat atau pemindahan hak belum boleh 

Pertanian menjadi non Pertanian karena tidak 
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Kabupaten Klaten memberikan kesempatan untuk 

merubah zonasi agar sesuai dengan permohonan awal 

Pada saat proses penerimaan dan pemeriksaan 

pemohon tetap dapat mengajukan permohonan dan 

Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten akan segera 

mengeluarkan ketetapan berupa Surat Keputusan 

permohonan izin perubahan penggunaan tanah 

oleh pemohon dikabulkan atau ditolak. Apabila 

terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tersebut. Surat 

bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan 

kali.

Luas kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten 

melakukan pembangunan infrastruktur baik meliputi 

sarana maupun pra sarana untuk mempermudah 

seta agar perekonomian daerah kabupaten Klaten 

perkembangan kabupaten Klaten makin pesat. 

lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten 

Klaten terkendali kembali.

1. Hambatan dan Upaya Pengendalian

pengendal ian al ih fungsi  tanah pertanian 

menjadi non pertanian. Hambatan-hambatan 

melanggar ketentuan alih fungsi tanah sesuai 

dipergunakan oleh pemilik untuk rumah tinggal 

Hak milik secara turun-temurun

Pemilik tanah belum memil iki  tempat 

tinggal

Proses pengurusan al ih fungsi  tanah/ 

pengeri ngan di  Kantor Pertanahan 

Namun hambatan tersebut juga diiringi 

tertentu dengan tujuan agar proses masuk 

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 

b. Penentuan pendekatan dan metode

e. Evaluasi.

pertanian menjadi non pertanian namun juga 
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menetapkan kebijakan untuk menumbuhkan 

lahan.

2. Implementasi Kebijakan

Pemeri ntah K abupaten K l aten dal am 

menerapkan strategi-strategi tertentu dalam 

penggunaan tanah pertanian menjadi non 

b. Setiap permohonan perubahan zonasi/

perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian maupun perubahan 

pemanfaatan l ahan perkotaan t idak 

c. Setiap permohonan i j i n perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi non 

 untuk setiap 

pemukiman.

d. Setiap ijin perubahan pemanfaatan lahan 

permohonan perubahan penggunaan tanah 

diajukan oleh pemohon. Apabila tidak sesuai 

permohonan perubahan penggunaan tanah 

pertanian menjadi non pertanian tidak dapat 

dikabulkan meskipun tetap tidak menutup 

lain dengan mengajukan permohonan i j in 

perubahan pemanfaatan lahan perkotaan dan 

dengan i jin perubahan. Dalam melakukan 

pengendalian perubahan penggunaan tanah 

a. Bentuk dan Mekanisme Insentif

b. Bentuk dan Mekanisme Disinsentif

perundang-undangan tersebut sudah efektif 

terjadi di Kabupaten Klaten. Undang-Undang 

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola 

terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu 

secara adil.

Pengendal i an pemanf aatan ruang 

pelaksanaan pengendalian pembangunan dan 

pengendalian alih fungsi tersebut dapat berjalan 

menerapkan zonasi dalam tiap proses izin 

dan Kabupaten Klaten telah melaksanakan 

pemberian insentif dan disinsentif kepada petani 

dengan begitu peralihan fungsi lahan pertanian 

menjadi non pertanian dapat di kendalikan.

Dalam hal berkaitan dengan pengurusan 

al ih fungsi lahan pertanian menjadi non 
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terjadi di Kabupaten Klaten dengan berbagai 

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

Implementasi alih fungsi Perubahan Penggunaan 

di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan 

 

E. Saran

Diharapkan dalam pemberian izin Perubahan 

non pertanian di Kabupaten Klaten benar-

benar dapat disesuaikan berdasarkan aspek 

penatagunaan tanah dan rencana tata ruang 

mengetahui zonasi-zonasi daerah masing-

masing.
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